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Abstrak

Penelitian ini berfokus pada kemiskinan, masalah kemiskinan yang tidak dapat
dihindari oleh setiap negara bahkan di negara maju terlebih di negara yang masih
berkembang seperti Indonesia. Objektifitas utama dalam penelitian ini yaitu investigasi
dampak dana desa terhadap kemiskinan masyarakat Jawa Tengah. Pertumbuhan
ekonomi regional (PDRB) dan keberhasilan pembangunan kualitas hidup (IPM)
ditambahkan ke dalam penelitian, bertujuan menghilangkan hasil estimasi yang terlalu
optimis. Penelitian ini menggunakan alat analisis data panel. Data cross section yang
digunakan ada 29 kabupaten dan time series sebanyak 5 periode (2016-2020). Hasil
penelitian menunjukkan bahwa kemiskinan dipengaruhi oleh dana desa, hubungan
tersebut menunjukkan hubungan negatif. Data PDRB memiliki hubungan positif
terhadap kemiskinan, IPM tidak menunjukkan pengaruh terhadap kemiskinan.
Penelitian ini menambahkan pemahaman tentang hubungan antara kemiskinan, dana
desa, PDRB, dan IPM di tingkat provinsi. Implikasi dari penelitian ini adalah perlunya
kebijakan yang lebih akurat dalam alokasi dana desa dan perhatian yang lebih pada
pertumbuhan ekonomi regional untuk mengurangi kemiskinan.

Kata Kunci: Dana Desa, PDRB, Pertumbuhan Ekonomi, Indeks Pembangunan Manusia,
Kemiskinan

Abstract

This study focuses on poverty, an issue that affects every country, including developing
ones like Indonesia. The primary objective is to investigate the impact of village funds
(dana desa) on poverty in Central Java. Regional economic growth (PDRB) and the
success of human development (IPM) are included in the research to provide a more
balanced assessment. The research employs a data panel analysis with data from 29
districts over five periods (2016-2020). The findings reveal that poverty is influenced by
village funds, showing a negative relationship. PDRB has a positive association with
poverty, while IPM does not affect poverty levels. This study enhances our
understanding of the connections between poverty, village funds, PDRB, and IPM at the
provincial level. The implications of this research underscore the need for more precise
policies in allocating village funds and a stronger focus on regional economic growth
to alleviate poverty.
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PENDAHULUAN
Kemiskinan sering kali berkaitan dengan perilaku-perilaku yang terkesan irasional

dan kontraproduktif (Jan de Bruijn & Antonides, 2022), mulai dari berulang kali
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meminjam di pinaman online dengan bunga tinggi, serta menghabiskan sebagian besar
uangnya untuk rokok dan alkohol. Didefinisikan perilaku-perilaku tersebut lebih
cenderung memenuhi kebutuhan non-primer. Perilaku tersebut sebagian besar disebabkan
oleh rendahnya sumberdaya manusia (human capital). Sumberdaya yang erat kaitannya
dengan tingkat pendidikan seseorang (Lusardi & Mitchell, 2014).

Kemiskinan merupakan suatu masalah yang dihadapi semua negara, baik negara
maju maupun negara sedang berkembang, Indonesia salah satunya. Pada tahun 2021, ada
sekitar 27,5 juta jiwa yang termasuk ke dalam kategori miskin di Indonesia atau 10 persen
lebih masyarakatnya masih berada di bawah garis kemiskinan. Tahun 2021, Jawa Tengah
berkontribusi sebesar 14,5 persen pada jumlah kemiskinan tersebut. Provinsi ini tercatat
sebagai provinsi dengan tingkat kemiskinian tertinggi ke dua di pulau Jawa, setelah
Yogyakarta. Penyelesaian masalah kemiskinan harus dimulai dari ruang lingkup terkecil
dari suatu negara. Ini dapat dimulai dengan menggunakan strategi kebijakan yang
berfokus pada populasi miskin terbanyak (Faulana & Murniawaty, 2021) dengan kata
lain, sesuai dengan bagian yang mereka ambil.

Penelitian mengenai kemiskinan telah banyak dibahas oleh para peneliti. Beberapa
membahas mengenai dampak dari kemiskinan, yaitu berdampak pada pendidikan (Buck
& Deutsch, 2014), mobilitas tenaga kerja (Pratiwi, Ashar & Syafitri, 2020), sistem dalam
keluarga (Banovcinova, Levicka & Veres, 2014), sistem biologis (Jensen, Berens &
Nelson, 2017), kondisi lingkungan (Baloch, Danish, Khan, Ulucak & Ahmad, 2020),
hingga berdampak pada lingkup makro sosial (Wei, Zhong, Song & Huang, 2023).

Beberapa membahas mengenai penyebab kemiskinan, seperti Brady (2019) yang
membagi tiga pandangan penyebab kemiskinan, seperti perilaku, struktural, dan politik.
Penyakit menular dan sanitasi yang buruk juga memiliki kontribusi dalam peningkatan
angka kemiskinan (Anser et al., 2020). Pertumbuhan ekonomi pada awalnya memang
dapat menurunkan angka kemiskinan akan tetapi ada fase dimana pertumbuhan ekonomi
tersebut memberikan kesenjangan dalam fasilitas kesehatan yang pada akhirnya
memberikan peningkatan dalam angka kemiskinan, berbentuk U (Anser et al., 2020).

Beberapa peneliti berusaha menyintesiskan rumusan akademis yang tepat untuk
mengurangi tingkat kemiskinan yang berdampak pada setiap aspek kehidupan. Strategi
pengentasan kemiskinan dapat dilakukan dengan pengutan pada sektor pembiayaan
mikro berbasis organisasi masyarakat, berbasis kapabilitas dan jaminan sosial, berbasis
pasar, dan tata kelola yang baik (Liu, Feng, Wang & Qiu, 2020; Singh & Chudasama,
2020). Pada sektor lain pengentasan kemiskinan dapat dilakukan dengan asetisasi tanah
(Guo & Liu, 2021), industrialisasi kelompok tani (Liu, Feng, Wang & Zhong, 2021), dan
melalui program CSR (Corporate Social Responsibility) perusahaan (Medina-Mufioz &
Medina-Muiioz, 2020).

Indonesia memiliki cara lain yang berbeda dalam penurunan angka kesmiskinan,
yaitu dengan dana desa. Keseluruhan dana desa memiliki korelasi dengan penurunan
tingkat kemiskinan (Angga & Kosasih, 2020). Hasil ini terlalu optimis jika menyamakan
untuk setiap kondisi daerah tanpa melihat bagaimana kinerja kepala desa, bagaimana
pemanfaatannya yang beriorientasi pada kemiskinan atau berapa persen yang
dialokasikan untuk ini, kondisi politik dalam desa tersebut, korupsi (Manihuruk, 2021)
dan sebagainya. Dana desa yang diberikan ke salah satu kecamatan di provinsi Bali tepat
di kabupaten Kepulauan Talaud tidak berdampak pada penurunan tingkat kemiskinan, hal
ini menjadi salah satu contohnya (Lalira, Nakoko & Pingkan, 2018).

Tinjauan terhadap penelitian terkait dana desa masih terbatas dan memberikan hasil
yang bervariasi. Berdasarkan temuan tersebut, penelitian ini diperlukan untuk
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memperjelas hasil empiris dalam mendukung hasil penelitian sebelumnya dan juga untuk
membangun studi baru mengenai pengaruh dana desa. Melihat keterbatasan tersebut,
maka telah menjadi urgensi untuk melengkapi studi yang ada dengan menginvestigasi
dana desa dan tingkat kemiskinan. Seperti yang telah disebutkan sebelumnya,
berdasarkan data Jawa Tengah merupakan wilayah (dalam hal ini provinsi) dengan
kemiskinan terparah di pulau Jawa. Maka dari itu, penelitian ini memiliki objektif
tersendiri yaitu untuk melihat bagaimana dana desa berpengaruh terhadap tingkat
kemiskinan khususnya di Provinsi Jawa Tengah. Kami juga menambahkan beberapa
variabel seperti PDRB dan Indeks Pembangunan Manusia guna menyeimbangkan hasil
pengujian statistik. Hal ini kemudian juga menjadi kebaruan dalam penelitian yang
dilakukan. Penelitian ini juga diharapkan memberikan pandangan baru mengenai
pengentasan kemiskinan kepada para stakeholder.

KERANGKA TEORI

Kemiskinan

Kemiskinan dapat diartikan sebagai kondisi tidak terpehuninya kebutuhan dasar
manusia. Kemiskinan dapat ditandai dengan dengan kekurangan gizi, buta huruf,
penyakit, lingkungan kumuh, angka kematian bayi yang tinggi, dan angka harapan hidup
yang rendah yang berada di bawah definisi kesusilaan manusia yang masuk akal
(Chambers, 1984). Pada era saat ini kondisi kemiskinan diatas lebih tepat didefinisikan
sebagai kemiskinan absolut atau absolute poverty sebagaimana yang telah disebutkan
oleh Chambers.

Kemiskinan dapat disebabkan oleh beberapa faktor umum. Pertama, kemiskinan
muncul karena adanya ketimpangan dalam kepemilikan sumber daya. Ketimpangan
tersebut secara langsung mengakibatkan ketimpangan pendapatan. Kedua, kualitas
sumber daya manusia yang rendah. Ketiga, akses modal yang tidak terjangkau. Faktor-
faktor tersebut berdampak langsung pada pendapatan seseorang, yang kemudian
memberikan dampak berantai hingga keberbagai aspek kehidupan.

[ Teknologi rendah I -— I Pendidikan rendah I
l ‘ I Kualitas sumber daya rendah l
¥ 4 +
l Maoxdal rendah l — | Produktivitas rendah < 3 I Ketidaksempumaan pasar |
I Investasi rendah ] 4—| Pendapatan rendah I—P I labungan rendah l
~ ¢
> | Kemiskinan I -
-
| Ketimpangan Distribusi Pendapa I
| Ketidakmerataan sumber daya | —

Gambar 1. Konsep Kemiskinan
Sumber: Kuncoro, 2006.
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Teori lingkaran kemiskinan, oleh Ragnar Nurkse (1961), mengatakan bahwa
kemiskinan tidak dapat diselesaikan dengan mudah, akibat dari keterkaitan antara aspek
permintaan, penawaran, dan sumber daya (Nurkse, Kattel, Kregel & Reinert, 2009). Pada
praktiknya kemiskinan tidak mudah untuk diatasi oleh karena kemiskinan merupakan
suatu siklus yang saling terhubung, sebagaimana yang pernah digambarkan oleh Kuncoro
(2006) pada Gambar 1.

Dana Desa

Dana Desa merupakan dana APBN yang disediakan oleh pemerintah pusat kepada
pemerintahan tingkat desa. Dana Desa ditransfer melalui rekening APBD
Kabupaten/Kota. Dana Desa digunakan untuk membiayai penyelenggaraan
pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pemberdayaan masyarakat dan penguatan
masyarakat sebagaimana yang tertuang pada Peraturan Pemerintah No. 60/2014. Pasal 11
ayat (1) PP Nomor 22 Tahun 2015, perubahan atas peraturan sebelumnya, menyebutkan
bahwa dana desa diperhitungkan berdasarkan jumlah desa dalam satu Kabupaten/Kota.
Pada pasal lainnya dalam peraturan yang sama, disebutkan bahwa dana desa
didistribusikan secara adil berdasarkan alokasi intri, hibah dihitung dengan
memperhatikan jumlah penduduk di desa, angka kemiskinan suatu wilayah, dan kondisi
geografis masing-masing kabupaten/kota (Rahayu, 2019).

Keberadaan Dana Desa secara umum tidak terlepas dari dua motivasi. Pertama,
Dana Desa sebagai intensi pemerintah dalam meningkatkan permintaan domestik (Jarvis,
2002). Kedua, adanya hambatan kredit (credit constrains) yang dihadapkan kepada
masyarakat pedesaan. Masyarakat ini cenderung memiliki keterbatasan pada akses
institusi pembiayaan. Adanya hambatan tersebut, Dana Desa mampu berperan sebagai
alat mitigasi credit constrains dalam mengatasi kemiskinan (Menkhoff &
Rungruxsirivorn, 2011).

Indeks Pembangunan Manusia

Pembangunan manusia pada dasarnya tidak terlepas dari premis yang terbentuk,
antara lain pembangunan menjadikan penduduk sebagai pusat perhatian. Kedua,
pembangunan dimaksudkan untuk memperbesar pilihan-pilihan bagi penduduk. Ketiga,
pembangunan manusia tidak hanya berfokus pada upaya meningkatkan kemampuan
manusia, tetapi berupaya dalam memanfaatkan kemampuan secara optimal. Untuk
mengukur keberhasilan pembangunan manusia tersebut, penggunaan Indeks
Pembangunan Manusia (IPM) telah menjadi indikator yang relevan.

Human Development Report (HDR) memperkenalkan tiga dimensi pembentuk
dalam IPM yaitu, umur panjang, hidup sehat, tingkat pengetahuan, dan standar hidup
layak. Ketiga dimensi tersebut diwakilkan oleh empat indikator perhitungan, yaitu Umur
Harapan Hidup saat lahir (UHH), Angka Melek Huruf (AMH), Angka Partisipasi Kasar
(APK), dan Produk Domestik Bruto (PDB) per kapita. Di Indonesia, Badan Pusat Statistik
(BPS) sebagai institusi yang menyediakan perhitungan indikator IPM. Saat ini, indikator
pada IPM mengalami perubahan, antara lain, Angka Melek Huruf (AMH) dan kombinasi
Angka Partisipasi Kasar (APK) diubah menjadi, masing-masing, Rata-Rata Lama
Sekolah (RLS) dan Harapan Lama Sekolah (HLS). Kedua, PDB per kapita diubah
menjadi Produk Nasional Bruto (PNB) per kapita (BPS, 2020).
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Pertumbuhan Ekonomi/PDRB

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) adalah jumlah nilai tambah kegiatan
ekonomi di seluruh wilayah dan merupakan bentuk penjumlahan dari nilai tambah barang
dan jasa (Siti, Nur & Karim, 2017). PDRB kemudian telah menjadi indikator yang mampu
menggambarkan pertumbuhan perekonomian suatu negara.

Perhitungannya PDRB terbagi menjadi tiga pendekatan. Pertama, pendekatan
produksi merupakan penjumlahan dari nilai tambah barang dan jasa yang dihasilkan oleh
berbagai unit produksi. Kedua, pendekatan pendapatan merupakan penjumlahan balas
jasa faktor-faktor produksi dalam proses produksi suatu daerah pada waktu tertentu.
Ketiga, pendekatan pengeluaran terdiri dari beberapa komponen, yaitu pengeluaran
konsumsi rumah tangga dan lembaga swasta, konsumsi pemerintah, pembentukan modal
tetap, perubahan inventori, ekspor neto.

Penelitian Terdahulu

Pada bagian ini kami menjelaskan lebih lanjut tentang dana desa, bagaimana
hubungannya terhadap tingkat kemiskinan, dan penggunaan dana desa tersebut yang
bersumber dari hasil kajian yang dilakukan oleh peneliti terdahulu.

Yulitasari dan Tyas (2020) meneliti hubungan antara dana desa dengan kondisi desa
yang ada di Provinsi Jawa Tengah. Menurut Yulitasari dan Tyas (2020), status desa sangat
dipengaruhi oleh keberaan dana desa. Penelitian tersebut menegaskan pengaruh tersebut
tidak lebih besar dari faktor selain kas desa terhadap kondisi desa.

Menurut Hermawan, Istiqgomah, dan Ahmad (2021)hubungan antara dana dengan
kemiskinan merupakan hubungan yang negatif. Temuan tersebut kemudian didukung
oleh Ratwianingsih, Bintariningtyas, dan Mulyaningsih (2021) dengan menggunakan
metode path analysis. Mereka berpendapat dana desa berhubungan langsung terhadap
penurunan kemiskinan. Kaitannya terhadap kesejahteraan, justru dana desa tidak
memberikan pengaruh langsung.

Rachma, Somaji, dan Kustono (2019) berpendapat kebijakan dana desa yang
menawarkan perspektif baru tentang perubahan pola pembangunan ekonomi. Kontribusi
dana desa dapat menyelesaikan masalah kemiskian dan ketimpangan pendapatan di desa.
Sejalan dengan hal tersebut, Agustanta, Ningtyas, dan Payamta (2017) pada penelitian
yang mengaplikasikan model data panel menarik kesimpulan bahwa alokasi dana desa
berdampak negatif terhadap angka kemiskinan. Hal ini menunjukkan peningkatan dana
alokasi desa akan menurunkan garis kemiskinan.

Joetarto, Setiawan, dan Farida (2020), pada penelitiannya yang membahas dana
desa dengan kesejahteraan masyarakat dengan menggunakan analisis deskriptif,
menemukan bahwa secara rata-rata tingkat kesejahteraan di seluruh Indonesia telah
meningkat yang dapat dibuktikan dengan konsumsi per kapita yang meningkat akibat dari
keberadaan dana desa. Pengeluaran perkapita tersebut meningkat dari Rp. 781.607,70
pada tahun 2014 menjadi Rp. 892.775,50 pada tahun 2017 dan meningkat sebesar Rp.
81.918,2 menjadi Rp. 974.693,70 di tahun berikutnya.

Daforsa dan Handra (2019) meneliti tentang manajemen dari dana desa dan
pengaruhnya terhadap kemiskinan. Penelitian tersebut menggunakan data panel dengan
sempel kabupaten-kabupaten di Sumatera Barat. Daforsa dan Handra (2019) berpendapat
bahwa pendanaan pedesaan untuk sektor publik sangat minim, penggunaan dana desa di
daerah lebih bersifat operasional dan pendukung saja.

Berbeda dengan penelitian yang lain, Sulila (2020) pada penelitiannya memperoleh
kesimpulan bahwa adanya kebijakan dana pada 4 tahun kebelakang belum dapat
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mengurangi kemiskinan. Peningkatan keterlibatan aktif masyarakat dalam inisiatif
(menerapkan, menyetujui, mengontrol dan penilaian dana desa). Penyusunan kembali
dana desa agar terukur dan dapat menjangkau hingga dasar, menyiapkan SDM sebagai
tim pelaksana dana desa, menciptakan program yang inovatif serta produktif untuk
mengurangi kemiskinan, dan memastikan akses utilitas dianggap sebagai strategi yang
mampu mengurangi tingkat kemiskinan.

Arif, Hasmarini, Wulandari, dan Sofyan (2020) meneliti topik rasio yang
membentuk angka kemiskinan di salah satu kabupaten di Jawa Tengah, yaitu Kabupaten
Sragen. Mereka menemukan kesimpulan bahwa dependency ratio dan rasio disparitas
tidak teradapat andil dalam pembentukan kemiskinan. Aksesbilitas yang nyata justru
dapat mempengaruhi kemiskinan di regional tersebut. Pada penelitian yang lain, Arif et.
al, (2019) menemukan wilayah (dalam hal ini lokasi) berpengaruh terhadap terjadinya
penumpukan kemiskinan di Kabupaten Sragen.

Penelitan yang dilakukan Prasetyoningrum dan Sukmawati (2018) berfokus pada
hubungan kemiskinan dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Indonesia
menunjukkan pengaruh negatif. Mereka berpendapat bahwa [IPM yang meningkat dapat
menambah produktivitas, sehingga berdampak pada penambahan pendapatan. Selain itu,
penelitian ini menemukan hubungan yang sama pada pertumbuhan ekonomi terhadap
kemiskinan.

Isa, Arham, dan Dai (2019) menggunakan pendekatan Data Panel dalam
penelitiannya yang berfokus pada indeks pembangunan terhadap kemiskinan,
menemukan hubungan negatif antara indeks pembangunan dan tingkat kemiskinan.
Penelitian tersebut menggunakan kabupaten-kabupaten yang terdapat di Provinsi
Gorontalo sebagai sampel penelitian.

Menurut Subianto (2018) dalam penelitiannya di Musi Rawas, pertumbuhan
ekonomi melalui indikator PDRB tidak berpengaruh terhadap angka penduduk miskin.
Penelitian ini juga menemukan bahwa angka kemiskinan tidak dipengaruhi oleh Indeks
Pembangunan Manusia (IPM).

Berdasarkan teori dan penelitian terdahulu yang telah dikemukakan, maka
didapatkan beberapa hipotesis yang dapat dikontruksikan. Hipotesis tersebut yaitu, Dana
Desa memiliki pengaruh negatif terhadap tingkat kemiskinan, PDRB berpengaruh negatif
terhadap tingkat kemiskinan, IPM memiliki pengaruh negatif terhadap tingkat
kemiskinan.

METODE PENELITIAN

Penelitian merupakan penelitian kuantitatif. Penelitian ini menghitung secara
matematis dan statistik dari teori ekonomi yang digunakan. Metode yang digunakan untuk
mengestimasi hubungan kausalitas antar variabel dependen dan independen adalah
metode data panel. Ruang lingkup penelitian ini terbatas pada hubungan kemiskinan,
dana desa, pertumbuhan ekonomi daerah, dan keberhasilan pembangunan kualitas hidup
masyarakat di 29 kabupaten di Jawa Tengah. Data merupakan data gabungan antara cross
section (29 kabupaten) dan time series (dari 2016 hingga 2020). Pemilihan tahun mulai
didasarkan atas realisasi program Dana Desa hingga tahun 2020 dimana Indonesia secara
umum belum terjadi kerugian atas pandemi Covid-19. Hal ini kami lakukan untuk
menjaga konsistensi data dalam keadaan normal. Data penelitian merupakan data
kuantitatif yang dikeluarkan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) dan dinas terkait
masyarakat dan perdesaan (Dispermadesdukcapil) yang berlokasi di Jawa Tengah.

416 Jurnal Ilmiah Ekonomi Bisnis Volume 29 No. 3, Desember 2024



Variabel yang diuji dalam penelitian ini yaitu, Kemiskinan (persen), PDRB (juta rupiah),
IPM (indeks skala 1-100), dan Dana Desa (ribu rupiah). Adapun model yang
diaplikasikan dalam penelitian ini sebagai berikut:

POVl‘t = ﬁo + ﬁllog(DD)it + ﬁzlag(PDRB)lt + ﬁglog(IPM)lt + Cit i (1)

POV merupakan variabel tingkat kemiskinan, DD merupakan dana desa, PDRB
akronim produk domestik regional bruto yang merupakan proksi dari pertumbuhan
ekonomi daerah, dan keberhasilan pembangunan kualitas hidupp masyarakat yang
diindikatori oleh indeks pembangunan manusia (IPM). fo, fi1, f2 f3 masing masing
merupakan konstanta/koefisien setiap variabel yang diuji. Subskrip i dan t masing-masing
merupakan unit cross-section dan time series setiap variabel yang diteliti. Selain itu, e
merupakan error term dalam model penelitian.

Pendekatan data panel dipilih karena sifatnya yang lebih dekat kepada cross section
yang mampu menyelesaikan permasalahan asumsi klasik, sehingga memungkinkan hasil
yang lebih kuat dari pada OLS. Pendekatan Data Panel yang digunakan memiliki
langkah-langkah yang harus ditempuh sebelum dilakukannya estimasi. Langkah-langkah
tersebut diawali dengan penentuan jenis model yang terbaik untuk diestimasi. Apakah
Common Effect Model(CEM) yang terbaik untuk diaplikasikan? Apakah Fix Effect Model
(FEM) yang terbaik? atau Random Effect Model yang merupakan model paling efektif?
Kami menggunakan pendekatan Chow (uji komparasi model CEM dan FEM) dan
Hausman (uji komparasi model FEM dan REM) dalam menentukan model terbaik
tersebut. Kemudian, model yang terbaik diestimasi dengan pendekatan regresi dan
diinterpretasi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kemiskinan merupakan masalah yang dihadapi oleh seluruh negara, terutama di
negara berkembang seperti Indonesia. Hal ini karena bersifat multidimensional, artinya
kemiskinan memiliki banyak aspek primer berupa kemiskinan aset, organisasi sosial,
politik, pengetahuan dan keterampilan serta aspek sekunder berupa kemiskinan karena
perbedaan kebutuhan, kemiskinan jaringan sosial, sumber daya keuangan dan informasi
(Suripto & Subayil, 2020)

Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat, jumlah penduduk miskin di Provinsi Jawa
Tengah sebanyak 3.980,90 ribu jiwa pada tahun 2020. Angka kemiskinan di 29 kabupaten
di Provinsi Jawa Tengah mengalami tren penurunan selama 2016-2019. Pada tahun 2020
angka kemiskinan kembali naik karena adanya pandemi Covid-19 yang menyebabkan
banyak masyarakat kehilangan mata pencaharian tetapnya. Pada tahun 2020 angka
kemiskinan tertinggi berada di Kabupaten Kebumen yaitu sebesar 17,59 persen. Hal ini
dikarenakan pengaruh dari pandemi Covid-19. Pada kabupaten dengan angka kemiskinan
terendah pada tahun 2020 berada di Kabupaten Jepara yaitu sebesar 7,17 persen.
Kabupaten Jepara memiliki beberapa sektor terpenting yang dapat menunjang
perekonomian, ketiga sektor tersebut yaitu pengolahan, pertanian, perdagangan dan
pengelolaan perikanan (Tampubolon & Satria, 2013). Kabupaten Wonosobo selama tahun
2016 hingga 2018 memiliki persentase penduduk miskin tertinggi. Pada tahun 2016
penduduk miskin di Kabupaten Wonosobo sebesar 20,53 persen. Pada tahun 2017 angka
tersebut turun, tetapi tetap menjadi yang tertinggi di Provinsi Jawa Tengah dengan
persentase sebesar 20,32 persen. Kemudian angka tersebut kembali turun sebesar 17,58
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persen pada tahun 2018. Hal ini disebabkan di Kabupaten Wonosobo banyak keluarga
yang tinggal di permukiman kumubh, serta banyaknya keluarga yang menderita gizi buruk
(Permana, Yasin, & Rusgiyono, 2013).

Untuk mambantu mengatasi kesenjangan fasilitas dan tingkat kemiskinan,
pemerintah pusat kemudian melakukan injeksi dana kepada pemerintah desa. Dinas
Pemberdayaan Masyarakat Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Jawa
tengah mencatat penyaluran Dana Desa di 29 kabupaten cukup beragam. Pada tahun 2020
Kabupaten Brebes mendapatkan penyaluran Dana Desa tertinggi sebanyak Rp.
495.634.148.000, hal ini dikarenakan Kabupaten Brebes memiliki 292 desa. Pada tahun
2018, penyaluran dana desa Kabupaten Brebes, tepatnya di desa Cinanas digunakan untuk
merealisasikan bantuan anak kurang mampu, kejar paket A, B, C, serta pembelian alat
peraga edukatif paud. Adapun dana yang didapatkan Kabupaten Brebes pada tahun 2018
sebesar Rp. 344.197.496.000 (Faturohman, Muhdi & Abdullah, 2020). Kabupaten
Sukoharjo mendapatkan anggaran dana desa terendah pada tahun 2020 sebesar Rp.
146.662.487.000. Hal ini dikarenakan desa-desa di Kabupaten Sukoharjo sudah mandiri.
Alokasi Dana Desa (ADD) dapat digunakan untuk mengelola pembangunan sebagai
wujud pemenuhan hak desa agar tumbuh serta berkembang (Muchtolifah & Eliza, 2020).

Jika melihat dari sisi pertumbuhan ekonominya, perkembangan Produk Domestik
Regional Bruto (PDRB) atas dasar harga konstan menurut kabupaten Di Provinsi Jawa
Tengah dari tahun 2016-2020. Selama tahun 2016 hingga tahun 2020 Kabupaten Cilacap
menjadi kabupaten dengan tingkat PDRB tertinggi di Provinsi Jawa Tengah. Pada tahun
2019 PDRB di Kabupaten Cilacap sebesar Rp. 100.327.298,90. Pada tahun 2020 PDRB
Kabupaten Cilacap mengalami penurunan sebesar Rp. 10.315.714,80 menjadi Rp.
90.011.584,10. Tingginya PDRB di Kabupaten Cilacap dikarenakan adanya tambang
minyak, tambang migas yang dapat membantu perekonomian. Kabupaten Cilacap juga
memiliki pemanfaatan sumber daya perairan Segara Anakan (Triyanti, Wijaya,
Koeshendrajana & Priyatna, 2010).

Kabupaten Purworejo menjadi kabupaten dengan tingkat PDRB terendah. Pada
tahun 2020 PDRB Kabupaten Purworejo sebesar Rp. 13.138.294,11, angka pada tahun
tersebut juga mengalami penurunan sebesar Rp. 215.042,22 dari tahun 2019. Rendahnya
PDRB di Kabupaten Purworejo pada tahun 2020 disebabkan oleh pandemi yang melanda
Indonesia, sehingga aspek-aspek perekonomian menurun, selain itu kurang meratanya
pembangunan pada beberapa sektor, sehingga PDRB kurang berkembang atau bahkan
tidak berkembang (Muchtolifah & Eliza, 2020).

Hal ini sejalan dengan Indeks Pembangunan Manusia di provinsi tersebut. IPM di
Provinsi Jawa Tengah selama periode 2016 hingga 2020 terus mengalami peningkatan
dan kemajuan. Pada tahun 2020 IPM pada Kabupaten Sukoharjo sebesar 76,98. Adanya
pengembangan sumber daya manusia di Kabupaten Sukoharjo menjadikan daerah ini
memiliki kualitas indeks yang baik. Kabupaten Brebes menjadi kabupaten dengan nilai
IPM terendah pada tahun 2020 yaitu sebesar 66,11. Hal ini dikarenakan penduduk di
Kabupaten Brebes memiliki tingkat harapan hidup yang rendah, dengan rata rata sekitar
67 tahun (Supadi & Pudjianto, 2011).

Pengujian menggunakan kaidah Uji Chow. Hasil Uji Chow menunjukkan nilai
prob. lebih kecil dari signifikansi 5 persen (< 0.05), Ho ditolak. Hasil tersebut
menunjukkan model Fixed Effect Model (FEM) merupakan model terbaik untuk
digunakan (Tabel 1). Berdasarkan uji Hausman menunjukkan hasil yang sama, yaitu
FEM sebagai model yang terbaik.
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Tabel 1. Hasil Uji Chow dan Hausman

Nama Pengujian F-statistik d.f. Prob.
Chow 6.074728 28,113 0.0000
Hausman 13,176912 3 0.0043

Setelah uji F dilakukan untuk mengetahui eksistensi suatu model, diperoleh nilai
signifikansi F < 0,01, yang menunjukkan bahwa HO ditolak. Dapat disimpulkan bahwa
Indeks Pembangunan Manusia (IPM), Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), dan
Dana Desa (DD) secara bersama-sama berpengaruh terhadap tingkat kemiskinan (POV).
Hanya PDRB dan DD yang memiliki pengaruh parsial terhadap kemiskinan.

Hasil statistik (Tabel 2), dana desa berdampak negatif terhadap tingkat kemiskinan
pada tingkat signifikansi 5%. Ini menunjukkan bahwa seiring peningkatan dana desa,
angka kemiskinan akan turun. Terdapat penurunan terhadap dana desa maka akan
meningkatkan angka kemiskinan. Hasil tersebut sejalan dengan penelitian sebelumnya
seperti Angga dan Kosasih (2020); Daforsa dan Handra (2019); Joetarto et al. (2020);
Agustanta et al. (2017), dan (Hermawan & Wiagustini, 2016).

Tabel 2. Hasil Estimasi Fix Effect Model

) FEM

Variabel Koefisien Prob

C -225969.,6 0,0339
LOG(DD) -4651,375 0,0434
LOG(PDRB) 16690,17 0,0667
IPM 5,180386 0,5037
R-squared 0,651369

Adj. R 0,555727

F-statistic 6,810491

Prob (F-Statistic) 0,000000

PDRB juga memiliki pengaruh terhadap angka kemiskinan (sig<0.1). Secara
statistik menunjukkan pengaruh positif, sejalan dengan Anser et al. (2020). Hal ini tentu
tidak seperti yang diharapkan, peningkatan ekonomi regional yang seharusnya
merupakan representasi dari kemakmuran masyarakat justru dapat meningkatkan angka
kemiskinan Rachma et al., 2019; Prasetyoningrum et.al 2018). Tingginya tingkat
pengangguran dikombinasikan dengan pertumbuhan penduduk yang cukup pesat
menyebabkan kemiskinan di Provinsi Jawa Tengah. Jika dilihat dari sisi Pengeluaran
Konsumsi Rumah Tangga (PK-RT), selama masa pandemi Covid-19 memang mengalami
peningkatan. Masyarakat yang kehilangan pekerkerjaan semakin meningkat, sehingga
memperdalam tingkat kemiskinan.

Dana desa diharapkan dapat meningkatkan pembangunan di suatu wilayah karena
pada dasarnya dana desa bertujuan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Kesejahteraan tersebut tentu dapat dilakukan melalui yang utama pemberdayaan
masyarakat secara jelas, pelaksanaan pembangunan yang berorientasi pada
perekonomian, dan program kemasyarakatan yang menunjang kehidupan berkelanjutan,
dengan begitu program dana desa optimis mampu menekan laju kemiskinan. Mengaca
pada program-program perusahaan besar dalam mengelolah dana CSR contohnya, dana
yang digunakan secara efektif semata-mata hanya untuk pengembangan masyarkat
terbukti mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang dibina Purnamawati,
Yuniarta dan Jie, (2023).
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Pengalokasian dana desa untuk mengembangkan infrastruktur desa memang dapat
mengurangi kemiskinan. Hal ini tidak memberikan dampak yang berarti dibandingkan
dengan penggunaan dana desa yang bersifat non-infrastruktur (Boret, Gawande & Kobb,
2021). Penggunaan dana desa harus menyesuaikan informasi yang tersedia di desa
tersebut dan memprioritaskan titik krusial kemiskinan.

SIMPULAN DAN SARAN

Hasil penelitian dengan menggunakan metode data panel di kabupaten yang
tersebar di Provinsi Jawa Tengah, yang mana dalam penelitian ini ada 29, menunjukkan
hubungan negatif yang signifikan antara variabel independen dana desa dan variabel
tingkat kemiskinan. Hal ini menunjukkan peningkatan proporsi dana desa secara teori
mampu mengurangi tingkat kemiskinan. Kami juga menemukan bahwa variabel PDRB
berdampak positif pada tingkat kemiskinan pada tingkat signifikansi 10%. Selain itu,
kami juga menemukan bahwa variabel IPM tidak berdampak pada tingkat kemiskinan.
Implikasi dari hasil tersebut yaitu penambahan porsi dana desa apabila dikelola dengan
baik tentu akan berdampak positif bagi keberlangsungan hidup masyarakat Jawa Tengah.
Peningkatan pendapatan per kapita dapat terwujud secara merata.

Penelitian ini menyarankan beberapa hal, seperti mengidentifikasi karakteristik
wilayah berdasarkan informasi yang diperoleh atas desa, agar dana desa didistribusikan
sesuai proporsi yang diperlukan. Pemerintah provinsi perlu melakukan pengawasan yang
lebih ketat dalam pelaksanaan anggaran dana desa yang dilakukan oleh pemerintah desa,
sehingga efektivitas dana desa dalam mengurangi angka kemiskinan semakin masif.

Penelitian ini tentu tidak terlepas dari suatu kekurangan maka dari itu, penelitian
ini harus diperluas lebih jauh untuk meningkatkan kualitas penelitian, terutama tentang
hubungan PDRB dan tingkat kemiskinan. Penambahan variabel kelembagaan juga dapat
dilakukan. Hal ini bertujuan melihat sejauh mana efisiensi dan efektivitas yang dilakukan
oleh pemerintah desa dalam pengelolaan dana desa.
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